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Abstrak
 

Tata Kelola Teknologi Informasi (TIK) memainkan peran penting dalam mencapai transparansi dan

akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan. Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel,

dimana TIK berperan dalam pendokumentasian elektronik, sistem informasi peradilan, penyediaan

informasi yang mudah diakses masyarakat, penggunaan bukti elektronik dan aksesibiltas informasi peradilan

untuk masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada akar masalah dalam domain pengelolaan data,

penetapan strategi dan tujuan bisnis, perencanaan dan pengorganisasian sumber daya yang dibutuhkan,

pengembangan dan implementasi teknologi, pemantauan kinerja dan penilaian terhadap implementasi

COBIT 2019, penyediaan layanan teknologi informasi yang berkualitas untuk dukungan administrasi

peradilan dan belum adanya evaluasi besaran kapabilitas atau tingkat kematangan tata kelola TI.

Berdasarkan temuan ini dipilih fokus masalah penyusunan enterprise architecture, pengelolaan portofolio

proyek yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, pengelolaan proyek, pengelolaan program TI yang

dikembangkan, pengelolaan manajemen perubahan. Penelitian ini diantisipasi dapat menyajikan data

mengenai tingkat kematangan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Mahkamah Agung,

sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola TIK di Mahkamah Agung, serta dapat memberikan rekomendasi

yang positif dan berguna dalam meningkatkan tata kelola TI di Mahkamah Agung. Penelitian ini

menggunakan mixed methods dengan kerangka kerja COBIT 2019. Dari delapan objektif terpilih,

ditemukan 4 objektif, yaitu APO03, APO05, APO08 dan BAI05 berada pada level 2. Kemudian 3 objektif,

yaitu BAI02, BAI03, BAI11 berada di level 1, dan satu objektif BAI01 di level 0. Beberapa rekomendasi

dihasilkan dalam upaya peningkatan tata kelola TIK di Mahkamah Agung mencakup pengelolaan dan

dokumentasi, pengembangan kebijakan dan prosedur, pelatihan untuk pengembangan keterampilan,

peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan.

...... Information Technology (ICT) Governance plays an important role in achieving transparency and

accountability in the administration of justice. A sure, transparent and accountable judicial process, where

ICT plays a role in electronic documentation, judicial information systems, providing information that is

easily accessible to the public, use of electronic evidence and accessibility of judicial information for the

public. This research focuses on the root of the problem in the domain of data management, determining

business strategies and objectives, planning and organizing required resources, developing and

implementing technology, monitoring performance and assessing the implementation of COBIT 2019,

providing quality information technology services to support justice administration and There has been no

evaluation of the scale of capability or maturity level of IT governance. Based on these findings, the focus

was chosen to focus on the preparation of enterprise architecture, management of project portfolios carried
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out by the Supreme Court, project management, management of developed IT programs, management of

change management. It is anticipated that this research will provide data regarding the maturity level of

Information and Communication Technology management at the Supreme Court of the Republic of

Indonesia, as material for evaluating ICT governance at the Supreme Court, and can provide positive and

useful recommendations in improving IT governance at the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

This research uses mixed methods with the COBIT 2019 framework. Of the eight selected objectives, it was

found that 4 objectives, namely APO03, APO05, APO08 and BAI05 were at level 2. Then 3 objectives,

namely BAI02, BAI03, BAI11 were at level 1, and one BAI01 objective at level 0. Several

recommendations were produced in an effort to improve ICT governance at the Supreme Court including

management and documentation, development of policies and procedures, training for skills development,

increasing stakeholder involvement.


